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ABSTRACT  
This research aims to determine the competency factors of development of HR Analysts for Regional 
Office V of the Jakarta State Civil Service Agency and formulate a competency development strategy 
through of alternative COACHEE development models. This research uses a qualitative approach. Data 
collection techniques used interviews with several key informants and document review. The key 
informants consisted of 10 HR Apparatus Analysts with different job levels and managers of competency 
data and functional position development. The results of this research show that beliefs and values, 
experience, skills, personality characteristics, motivation, emotional and intellectual abilities are the 
factors that determine the competency development of HR Analysts for the Regional Office V of the 
Jakarta State Civil Service Agency. Limited budget allocations, comfort zones, burdens and performance 
targets as well as a lack of training programs are obstacles in developing competencies. Regional Office 
V of the Jakarta State Civil Service Agency has implemented the COACHEE development model well, 
however, to overcome obstacles, strategic steps are needed, namely increasing leadership commitment, 
implementing transparent development planning, applying learning through experience, training 
program flexibility, continuous evaluation monitoring and collaboration with third parties to provide 
alternative training. 
Keywords: Development, Competency  
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan pengembangan kompetensi 
Analis SDM Aparatur Kantor Regional V BKN Jakarta dan merumuskan strategi pengembangan 
kompetensi melalui analisis alternatif model pengembangan COACHEE. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data mempergunakan wawancara beberapa informan kunci 
dan telaah dokumen. Informan kunci terdiri dari 10 orang Analis SDM Aparatur dengan jenjang jabatan 
yang berbeda dan para pengelola data kompetensi dan pembinaan jabatan fungsional. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa keyakinan dan nilai-nilai, pengalaman, keterampilan, karakteristik kepribadian, 
motivasi, emosional dan kemampuan intelektual menjadi faktor yang menentukan pengembangan 
kompetensi Analis SDM Aparatur Kantor Regional V BKN Jakarta. Alokasi anggaran yang terbatas, zona 
nyaman, beban dan target kinerja serta minimnya program pelatihan menjadi hambatan dalam 
pengembangan kompetensi. Kantor Regional V BKN Jakarta telah melaksanakan model pengembangan 
COACHEE dengan baik, namun untuk menghadap hambatan diperlukan langkah strategis yaitu 
meningkatkan komitmen pimpinan, melaksanakan perencanaan pengembangan secara transparan, 
menerapkan pembelajaran melalui pengalaman, fleksibilitas program pelatihan, monitoring evaluasi 
berkelanjutan dan kolaborasi dengan pihak ketiga untuk menyediakan alternatif pelatihan. 
Kata Kunci: Pengembangan, Kompetensi 

 
1. Pendahuluan 

Konstan evolusi senantiasa terjadi di dunia yang memacu manusia untuk terus 
beradaptasi dan mengembangkan diri demi bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Pandemi Covid-19 turut memberi andil perubahan dalam kehidupan manusia, 
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memaksa kita bertahan dan menyesuaikan diri dengan keadaan serta perubahan yang 
dibawanya dalam hal budaya, kreativitas, cara hidup bermasyarakat sampai dengan perubahan 
pada sistem kerja. Perubahan demi perubahan ini kemudian membentuk pola pikir adaptif dan 
responsif, hal ini senada dengan (Rivai, 2006, p. 59) yang menyatakan bahwa pergeseran nilai 
sosial di masyarakat karena adanya perubahan pola hidup akan berpengaruh terhadap 
manajemen sumber daya manusia.  

Perkembangan pengetahuan teknologi di segala bidang menuntut adanya peningkatan 
keterampilan dan penguasaan teknologi oleh angkatan kerja utamanya Aparatus Sipil Negara 
(ASN). Penguasaan pengetahuan dan teknologi oleh ASN sangat diperlukan untuk mendukung 
visi Indonesia Emas di tahun 2045. Untuk menunjang hal ini pula Pemerintah Indonesia 
berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan pelatihan sumber 
daya manusia untuk meningkatkan kompetensi di kalangan ASN sehingga ASN memiliki nilai 
kompetitif di tingkat global (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Lebih jauh lagi, 
ASN saat ini dihadapkan pada fenomena tren global digitalisasi birokrasi yaitu perubahan 
proses-proses administratif dan operasional pemerintah dan instansi birokrasi dengan 
memanfaatkan teknologi digital dan sistem informasi dengan tujuan untuk meningkatkan 
efisiensi, transparansi dan kualitas pelayanan publik. Bahkan dalam acara Kompas 100 CEO 
Forum Tahun 2019, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah akan menggunakan 
kecerdasan buatan (AI) untuk mengerjakan tugas-tugas administratif ASN (Kompas.com, 2019). 
Perkembangan digitalisasi ini juga menjadi dorongan bagi pemerintah untuk melakukan 
pemangkasan pejabat struktural Eselon IV dan III menjadi pejabat fungsional, di mana seluruh 
instansi pemerintah harus melaksanakan fungsi pelayanan publik dengan berbasis pada 
fungsional dan berkinerja mengutamakan hasil dan keahlian (Kementerian PAN-RB, 2021). 

Setelah terlaksananya reformasi birokrasi dalam hal pemangkasan jumlah pejabat 
struktural eselon IV dan III menjadi pejabat fungsional, total ASN fungsional per Juni 2023 
berjumlah 2.103.661 orang (BKN RI, 2023). Data tersebut memberikan gambaran bahwa 
tenaga fungsional merupakan tulang punggung utama pemerintahan Indonesia. Jumlah yang 
dominan tersebut tentu saja harus sebanding dengan kinerjanya. Oleh karena itu, ASN harus 
senantiasa diberikan pengembangan kompetensi fungsional yang sesuai agar dapat 
memberikan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan efektif dan efisien. Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) melakukan 
penataan Jabatan Fungsional dengan mengeluarkan kebijakan terkait Jabatan Fungsional yaitu 
Peraturan Menpan-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Kebijakan tersebut 
dipilih untuk menampung harapan para pejabat fungsional yang selama ini disibukkan dengan 
pemenuhan Penilaian Angka Kredit (PAK), yang akan beralih dan terfokus pada pencapaian 
kinerja organisasi (Kementerian PAN-RB, 2023; Menpan.go.id, 2024). Peraturan tersebut 
mengubah mindset pejabat fungsional yang awalnya mengerjakan tugas terpaku pada butir 
kegiatan untuk pemenuhan PAK, yang terkadang tidak sejalan (inline) dengan capaian kinerja 
instansinya. Dengan adanya peraturan tersebut fokus kerja fungsional berubah dan capaian 
kinerjanya saling berkaitan antara capaian individu pejabat fungsional dengan atasannya serta 
pada akhirnya akan mendukung capaian kinerja instansi (cascading).  

Tuntutan dunia di masa depan akan mengharuskan ASN mampu bersaing, berkembang 
dan unggul dalam beberapa hal seperti penguasaan teknologi dan perangkat digital, 
kecerdasan buatan serta otomatisasi administrasi. Selain itu juga, ASN harus mampu 
menjawab setiap kompleksitas ilmu pengetahuan, literasi digital, literasi keuangan, literasi 
hukum dan lain-lain. ASN di masa depan dituntut memiliki kompetensi yang luas, selalu siap 
dan dapat beradaptasi dengan baik dalam menghadapi perubahan lingkungan yang cepat. 
Untuk mewujudkan misi tersebut mungkin akan terasa berat mengingat bahwa negara kita 
masih menghadapi berbagai tantangan persaingan global di mana IMD World Competitiveness 
Center (2024) menyampaikan Indonesia menduduki peringkat ke 27 di bawah Thailand dan 
Korea Selatan, apalagi Singapura yang menduduki peringkat pertama. Hal ini menunjukkan 
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bahwa negara kita masih memiliki kompetensi persaingan yang kurang dibandingkan dengan 
negara-negara lain, bahkan dengan sesama negara di Asia Tenggara. Penyederhanaan birokrasi 
dan fokus pada fungsional menjadi arah kebijakan yang dipilih pemerintah dalam beradaptasi 
dengan perubahan dunia yang lebih mobile saat ini. Fenomena ini memberi peluang pejabat 
fungsional untuk berkembang dan berprestasi dan menjadi tugas penting setiap instansi untuk 
memfasilitasinya. Sehingga perlu disediakan wadah pengembangan kompetensi dalam rangka 
penambahan wawasan, pengetahuan, komunikasi, inovasi dan keterampilan yang adaptif dan 
efektif mendukung tugas fungsinya tersebut. 

Kompetensi adalah kata kunci utama pengembangan ASN. Mendapatkan program 
pengembangan kompetensi adalah hak setiap ASN. Hak itu tentu saja harus tetap 
memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi (assessment) masing-masing 
ASN tersebut. Uji kompetensi dilaksanakan guna memperoleh gambaran jelas kompetensi ASN 
yang dimiliki. Hal tersebut berupaya menilai kelebihan maupun kekurangan kompetensi yang 
harus ditingkatkan. Setiap Instansi pemerintah dituntut untuk memiliki profiling kompetensi 
seluruh jajarannya melalui kegiatan assessment atau pemetaan untuk membaca kondisi 
kompetensi pegawai agar dapat memberdayakannya secara optimal. Hasil dari assessment 
tersebut menjadi dasar evaluasi instansi dalam melakukan pengembangan kompetensi 
pegawainya. Kompetensi adalah kata kunci utama pengembangan ASN. Mendapatkan 
program pengembangan kompetensi adalah hak setiap ASN. Hak itu tentu saja harus tetap 
memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi (assessment) masing-masing 
ASN tersebut. Uji kompetensi dilaksanakan guna memperoleh gambaran jelas kompetensi ASN 
yang dimiliki. Hal tersebut berupaya menilai kelebihan maupun kekurangan kompetensi yang 
harus ditingkatkan. Setiap Instansi pemerintah dituntut untuk memiliki profiling kompetensi 
seluruh jajarannya melalui kegiatan assessment atau pemetaan untuk membaca kondisi 
kompetensi pegawai agar dapat memberdayakannya secara optimal. Hasil dari assessment 
tersebut menjadi dasar evaluasi instansi dalam melakukan pengembangan kompetensi 
pegawainya.  

Pengembangan kompetensi ASN diatur dalam PP No. 17 Tahun 2020 tentang 
perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menyatakan bahwa ASN 
memiliki hak kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi 
dan wajib memperhatikan hasil penilaian kinerja dan kompetensi yaitu minimal 20 (dua puluh) 
jam Pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran 
terintegrasi (menpan.go.id, 2020). Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan jenis-
jenis penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN yaitu pendidikan dan pelatihan. Dalam 
konteks ini, Pendidikan diterjemahkan sebagai pengembangan kompetensi melalui Pendidikan 
formal di lembaga-lembaga pendidikan resmi (menpan.go.id, 2020). Di sisi lain, upaya 
pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan dibagi menjadi dua, yaitu pelatihan klasikal 
yang dilakukan melalui kegiatan resmi dalam kelas atau ruangan seperti kegiatan pelatihan, 
seminar, lokakarya, sosialisasi, konferensi, kursus, kelas belajar, bimbingan pelatihan teknis/ 
manajerial/ kepemimpinan yang biasanya jumlah dan personilnya telah ditentukan 
sebelumnya. Sedangkan pelatihan non klasikal adalah pelatihan yang dilakukan di luar kelas 
formal dan biasanya dilakukan atas inisiatif dan keinginan sendiri seperti pemanfaatan 
teknologi informasi melalui belajar mandiri di berbagai media daring (yogyakarta.bkn.go.id, 
2023).  

Pemerintah memberikan amanah pengelolaan manajemen kepegawaian ASN pada 
instansi Badan Kepegawaian Negara yang sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 29 Tahun 2020. 
Tugas ini pun memberikan BKN ruang untuk menyelenggarakan penilaian dan pengembangan 
kompetensi ASN di seluruh Indonesia. Membina pengelolaan manajemen kepegawaian 
menjadikan BKN sebagai instansi pembina jabatan fungsional terkait manajemen pengelolaan 
kepegawaian, yaitu: Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (Analis SDM 
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Aparatur) yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan 
Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur. 

Jumlah Jabatan Fungsional di BKN saat ini mencapai 75% dari total seluruh pegawai 
BKN secara nasional (BKN RI, 2023). Jumlah yang sangat besar ini ibarat koin memiliki dua 
kemungkinan. Bisa menjadi keuntungan atau modal bagi instansi karena memiliki sumber daya 
yang melimpah, juga bisa menjadi kerugian jika jumlah tersebut menjadi tantangan atau 
hambatan dalam pencapaian kinerja organisasi karena tidak direncanakan pengembangan dan 
pemanfaatannya dengan baik. Tahun 2023 BKN mendapatkan nilai IP ASN 81,71 dalam 
kategori tinggi (Kanreg V BKN Jakarta, 2023b). Namun jika dilihat dari perolehan nilai pada 
masing-masing unit Eselon II, diketahui bahwa masih banyak yang mendapatkan nilai di bawah 
rata-rata. Terdapat 7 unit kerja di pusat dan 4 unit kerja Kantor Regional yaitu Kantor Regional 
IV BKN Makassar, Kantor Regional V BKN Jakarta, Kantor Regional XIII BKN Aceh dan Kantor 
Regional XIV BKN Manokwari.  

Kantor Regional BKN berperan sebagai instansi pembina di wilayah kerja tertentu 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masing-masing unit Kantor Regional menjalankan 
fungsi mengelola manajemen kepegawaian, termasuk pengembangan kompetensi ASN di 
wilayah kerjanya. Sebagai pembina, para pegawainya harus mempunyai penerapan nilai-nilai 
yang menjadi role model pembinaan kepegawaian bagi masyarakat ASN di wilayah kerjanya. 
Hal tersebut menjadi menarik karena mereka berhubungan langsung dengan masyarakat 
dengan beragam suku budaya dan karakter masyarakat yang beragam. Beda karakter budaya 
masyarakat, beda juga tingkat kemudahan pelayanannya. Masyarakat dengan karakter keras 
memiliki tantangan yang lebih sehingga perlu kematangan kompetensi sosial kultural pegawai 
dalam memberikan pelayanan kepegawaian.   

Data Laporan Kinerja Tahun 2022, Kantor Regional V BKN Jakarta memiliki nilai Indeks 
IP ASN 79,68 yang artinya berada di bawah rata-rata nilai keseluruhan unit kerja di lingkungan 
BKN bersama dengan ketiga Kantor Regional lainnya. Meskipun nilai tersebut tertinggi 
dibandingkan ketiganya akan tetapi Kantor Regional V BKN Jakarta memiliki keistimewaan 
yaitu memiliki tiga wilayah Provinsi dengan pulau dan karakter budaya masyarakat yang 
berbeda. Sehingga para pegawainya harus mempunyai kompetensi yang mumpuni, terutama 
pejabat fungsional di bidang kepegawaian salah satunya adalah Jabatan Fungsional Analis 
Kepegawaian atau saat ini berubah nomenklatur menjadi Analis Sumber Daya Manusia. 
Namun, bobot penilaian kompetensi dalam Indeks IP ASN Kantor Regional V BKN memberikan 
nilai yang kurang optimal karena perencanaan dan pengembangan kompetensi yang belum 
kreatif dan inovatif. Selain itu masih ada beberapa pegawai pejabat fungsional yang diangkat 
melalui mekanisme inpassing/perpindahan dari jabatan lain atau melalui mekanisme 
penyederhanaan birokrasi yang belum mengikuti pelatihan fungsional Jabatan Fungsional 
terkait (meskipun sekarang bukan syarat wajib tetapi mempengaruhi sistem penilaian indeks IP 
ASN unit kerja). 

Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi BKN di 
regional atau provinsi, Kantor Regional V BKN Jakarta membina dan menyelenggarakan 
pengelolaan manajemen kepegawaian ASN di tiga provinsi, yaitu: Provinsi Lampung, Provinsi 
Kalimantan Barat, dan Kerja Provinsi DKI Jakarta baik yang berupa Pemerintah Daerah (Pemda) 
maupun Kementerian dan Lembaga (K/L) (jakarta.bkn.go.id, 2024).  Kantor Regional V BKN 
Jakarta memiliki keistimewaan tersendiri yaitu satu-satunya Kantor Regional yang memegang 
tiga wilayah berbeda, tiga pulau berbeda, serta tiga kultur sosial dan budaya yang berbeda. 
Berbagai  instansi Pemda dan K/L  yang berada di tiga daerah tersebut memberikan tantangan 
jarak geografis, perbedaan karakter suku budaya serta perbedaan tingkat penguasaan 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua aspek tersebut memberikan konteks yang 
penting dan kompleks dalam pelayanan kepegawaian. 

Jumlah pegawai dengan Jabatan Fungsional di Kantor Regional V BKN Jakarta sampai 
akhir semester I Tahun 2023 mencapai 73%, salah satu Jabatan Fungsional yang paling banyak 
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adalah Analis SDM Aparatur yaitu mencapai 45% dari total keseluruhan pegawai yang ada. 
Banyaknya ASN dengan Jabatan Fungsional menjadi modal sekaligus menjadi tantangan dalam 
pengelolaan kompetensinya. Apabila tidak dikelola dengan benar maka bisa menimbulkan 
berbagai masalah terutama dalam hal pencapaian tujuan dan kinerja instansi (Kanreg V BKN 
Jakarta, 2023b). Tidak meratanya kompetensi di antara pegawai fungsional Analis SDM 
Aparatur harus mendapatkan perhatian yang serius. Pengembangan kompetensi pegawai yang 
bertujuan untuk memberikan wawasan, pemikiran yang terbuka dan bersedia belajar hal-hal 
baru (emerging skills) akan mendukung pekerjaan para ASN menjadi modal utama menghadapi 
perubahan di masa mendatang. Sebagaimana dinyatakan dalam World Economic Forum tahun 
2020, bahwa salah satu keterampilan yang harus dimiliki seseorang menghadapi 2025 adalah 
belajar aktif dan fleksibel (World Economic Forum, 2020). Hal ini selaras dengan inti ASN 
BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan 
Kolaboratif) yang digadang-gadang oleh pemerintah. 

Perkembangan jumlah Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur dalam instansi 
diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan prestasi dan kinerja instansi tersebut. 
Jumlah yang melimpah jangan menjadi beban yang memberatkan instansi dalam pencapaian 
tujuan dan target kinerja. Sebaliknya jumlah tersebut harus menjadi modal utama penggerak 
roda pelayanan publik yang baik dan dapat diandalkan. Era baru digitalisasi pekerjaan, 
transformasi informasi yang terjadi terus-menerus, perubahan-perubahan kebijakan menjadi 
tantangan bagi Pejabat Fungsional SDM Aparatur. Oleh karena itu, pembekalan 
pengembangan kompetensi bagi para Pejabat Fungsional SDM Aparatur, seperti diberikan 
ruang belajar yang berkelanjutan, fasilitas komunitas belajar dan ruang pengembangan diri 
lainnya, diharapkan mampu mengatasi tantangan disrupsi teknologi digital seperti yang terjadi 
sekarang ini. Berdasarkan latar belakang di atas jelas bahwa Analis SDM Aparatur memiliki nilai 
dan fungsi yang sangat penting. Mereka harus diberikan wadah pengembangan dan 
pembinaan kompetensi supaya menjadi pribadi yang mobile, adaptif dan mampu memberikan 
kinerja yang optimal bagi kemajuan instansi pemerintah.  

 
2. Tinjauan Pustaka 

Konsep kunci dalam penelitian ini adalah menemukan strategi pengembangan 
kompetensi yang efektif dan efisien dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi pengembangan kompetensi pegawai Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur 
di lingkungan Kantor Regional V BKN Jakarta. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
pengembangan kompetensi individu dalam konteks manajemen, sering kali berhubungan erat 
dengan model pengembangan kompetensi manajemen yang diterapkan. Dengan 
mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kompetensi dan model 
pengembangan kompetensi manajemen secara bersamaan, organisasi dapat merancang 
strategi pengembangan yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan mereka serta tujuan 
strategisnya. 

Dengan menggunakan teori kompetensi terkait faktor yang mempengaruhi 
pengembangan kompetensi yang dikemukakan oleh Michael Zwell, peneliti akan mengetahui 
faktor-faktor apa saja yang menentukan pengembangan kompetensi pegawai fungsional Analis 
SDM Aparatur di lingkungan Kantor Regional V BKN Jakarta. Dengan menggunakan model 
pengembangan COACHEE yang diutarakan oleh Widyaiswara LAN, Baban Sobandi, peneliti 
akan menentukan strategi pengembangan kompetensi yang efektif untuk diterapkan oleh 
pimpinan Kantor Regional V BKN Jakarta. Alur berpikir penelitian dirangkai dalam sebuah 
gambar kerangka berpikir sebagaimana Gambar berikut ini: 



Karyawati dkk, (2025)                                                                     MSEJ, 6(2) 2025: 560-584 

 

565 

 

 
 

 
 

 
 

 
Gambar 2.2. Kerangka Berpikir 

PERMASALAHAN MENGENAI KOMPETENSI PEGAWAI FUNGSIONAL 

ANALIS SDMA DI KANTOR REGIONAL V BKN JAKARTA 

FAKTOR PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI 
FUNGSIONAL ANALIS SDM APARATUR KANTOR 

REGIONAL V BKN JAKARTA 
 

- Keyakinan dan Nilai-nilai 
- Pengalaman 
- Keterampilan 

- Karakteristik Kepribadian 
- Motivasi 

- Emosional 
- Kemampuan Intelektual 

 
(Pengembangan Kompetensi Michael Zwell) 

 

MODEL PENGEMBANGAN KOMPETENSI COACHEE 

- Commitment Building 

- Analysis Base on Key Performance Indikator 

- Choice Based on Level of gap & Element of Competencies 

- Execution with Effective & Efficient Program 

- Evaluation  

 

STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI ANALIS SDM APARATUR 

KANTOR REGIONAL V BKN JAKARTA EFEKTIF DAN EFISIEN 

 
Gambar 1. Kerangka Berpikir 

 
3. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Kantor 
Regional V Badan Kepegawaian Negara. Penelitian ini dilakukan dengan intensif, di mana 
peneliti berpartisipasi langsung di lapangan, melakukan pencatatan, analisis reflektif terhadap 
berbagai dokumen yang ditemukan, serta menyusun laporan penelitian secara rinci. Peneliti 
mengevaluasi kompetensi para pegawai fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur di 
lokasi tersebut dan mengumpulkan data-data yang tersedia untuk memperoleh gambaran 
yang jelas tentang situasi yang ada di lapangan. 

 
4. Hasil dan Pemabahasan 
Faktor-faktor yang menentukan pengembangan kompetensi Pegawai Fungsional Analis SDM 
Aparatur di Kantor Regional V BKN Jakarta 

 Menurut Zwell (2000), kompetensi adalah kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, 
sikap, dan nilai yang memungkinkan seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan efektif. 
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Zwell (2000) menekankan bahwa kompetensi tidak hanya terbatas pada keterampilan teknis, 
tetapi juga melibatkan kemampuan perilaku yang relevan dengan posisi pekerjaan. 
Kompetensi juga mencakup aspek seperti inisiatif, komunikasi, kepemimpinan, dan 
kemampuan untuk bekerja dalam tim. Dengan mengembangkan kompetensi secara 
komprehensif, seorang pegawai dapat lebih berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. 
Dalam konteks pembahasan mengenai faktor yang menentukan pengembangan kompetensi 
Analis SDM Aparatur Kantor Regional V BKN Jakarta, peneliti menggunakan metode 
pendekatan faktor yang mempengaruhi pengembangan kompetensi yang disampaikan oleh 
Zwell (2000) yaitu keyakinan dan nilai-nilai, pengalaman, keterampilan, karakteristik 
kepribadian, motivasi, emosional dan kemampuan intelektual yang dielaborasi juga dengan 
peraturan yang menyangkut tentang pengembangan kompetensi ASN.   

 
Keyakinan dan Nilai-nilai 

 Menurut Zwell (2000), keyakinan dapat mempengaruhi cara pandang individu 
terhadap perkembangan dirinya. Keyakinan seseorang tentang kemampuannya untuk belajar 
dan berkembang akan mempengaruhi seberapa jauh ia berusaha meningkatkan 
kompetensinya. Jika seseorang percaya bahwa keterampilan dapat ditingkatkan melalui usaha 
dan latihan, mereka lebih mungkin terlibat dalam proses pengembangan diri. Sebaliknya, jika 
mereka memiliki keyakinan tetap (fixed mindset), mereka mungkin merasa bahwa kompetensi 
bersifat bawaan dan sulit diubah, yang menghambat perkembangan. Mindset memainkan 
peranan penting dalam membentuk kompetensi seseorang. Cara seseorang memandang diri 
sendiri, kemampuan, dan tantangan hidup dapat mempengaruhi seberapa efektif mereka 
mengembangkan keterampilan dan kemampuan baru. Ada dua jenis mindset yang 
dikemukakan oleh Dweck S. (2006) melalui bukunya yang berjudul "Mindset: The New 
Psychology of Success." yaitu: 1) fixed mindset (mindset tetap) yaitu keyakinan bahwa 
kemampuan dan kecerdasan tidak dapat berubah dan 2) growth mindset (mindset 
berkembang) yaitu keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan 
melalui usaha dan pembelajaran. Dia menjelaskan bagaimana pola pikir seseorang mengenai 
kemampuan dan kecerdasan dapat memengaruhi keberhasilan individu dalam belajar dan 
menghadapi tantangan. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di tempat kerja, para Analis SDM Aparatur 
Kantor Regional V BKN Jakarta, menurut informan kunci IK1, IK5 dan IK3, memiliki pandangan 
pada keyakinan dan nilai-nilai bahwa mindset terbuka dan mau belajar adalah sebuah 
keharusan dalam menghadapi era transformasi digital dan menjadi penggerak perubahan saat 
ini. Analis SDM Aparatur di Kantor Regional V sudah memiliki kesadaran bahwa mereka harus 
memiliki keyakinan dan nilai-nilai diri untuk terbuka terhadap perubahan dan mindset yang 
mau berkembang mengikuti perubahan yang ada. Mindset yang berkembang dapat membantu 
meningkatkan keyakinan diri, sedangkan mindset yang tetap dapat menghambat pegawai 
dalam berkembang. Sehingga untuk mengimbangi perubahan dan perkembangan teknologi 
dalam pelayanan, pola pikir pegawai yang dulu pasif harus berubah menjadi aktif mencari 
pintu atau akses untuk meningkatkan kompetensinya secara mandiri melalui youtube, zoom 
atau seminar daring. 

Jabatan Analis SDM Aparatur merupakan jabatan mandiri yang menjadi garda depan 
pelayanan kepegawaian di Kantor Regional V BKN Jakarta. Pelayanan yang maksimal adalah 
pelayanan yang mampu menjawab permasalahan yang ada dengan cepat dan tepat. Teknologi 
informasi adalah salah satu tools atau alat kerja yang dapat dimanfaatkan untuk membantu 
memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Bagaimana mereka mau cepat dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan mereka tidak menguasai tools atau 
alat bantu kerja yang tersedia. Sehingga untuk memenuhi tuntutan tersebut, Analis SDM 
Aparatur harus diberikan pengembangan kompetensi yang sesuai. Hal ini dipertegas oleh 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 
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2000 tentang Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur, bahwa untuk meningkatkan 
kompetensi dan profesionalisme Analis SDM Aparatur harus diberikan pelatihan yang sesuai 
dengan hasil analisis kebutuhannya. 

Proses perubahan dan terbarukan menjadi tantangan tersendiri dalam dunia 
pemerintahan seperti praktik pelayanan kepegawaian yang semula  masih manual, lama dan 
berbelit, saat ini sudah banyak yang menggunakan aplikasi dengan memanfaatkan platform 
digital. Pemerintah membutuhkan sumber daya manusia yang adaptif dan mampu 
mengimbangi perkembangan teknologi tersebut. Pengembangan kompetensi akan mengubah 
pola pikir ASN menjadi pelayan masyarakat yang lebih terampil, profesional dan mampu 
memenuhi harapan masyarakat. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa keyakinan dan nilai-
nilai untuk terus belajar dan beradaptasi menjadi fondasi utama dalam pengembangan 
kompetensi Analis SDM Aparatur di Kantor Regional V BKN Jakarta. Dengan keyakinan mindset 
yang terbuka dan mau belajar, mereka yakin akan lebih berhasil dalam mengembangkan 
kompetensinya dan memberikan pelayanan yang maksimal. Walaupun masih ada kendala 
terkait penguasaan berbagai teknologi informasi terbaru dalam pelayanan, tetapi dengan 
diberikan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhannya mereka yakin bisa 
memberikan kontribusi lebih baik bagi instansi. 

 
Pengalaman 

Menurut Zwell (2000), pengalaman adalah elemen utama yang memperkaya dan 
mempercepat pengembangan kompetensi. Karena menurut pendapatnya, pengalaman 
menghubungkan teori dengan praktik, memfasilitasi proses pembelajaran dari kesalahan, dan 
meningkatkan kemampuan adaptasi dalam berbagai konteks. Seorang pegawai yang memiliki 
pengalaman melalui berbagai situasi kerja, permasalahan dan kehidupan sehari-hari 
memberikan peluang untuknya belajar, beradaptasi, dan mengasah keterampilan secara terus 
menerus. Pengalaman memberikan kesempatan untuk belajar secara langsung. Setiap kali 
seseorang menghadapi situasi baru, mereka harus menerapkan keterampilan yang ada atau 
belajar keterampilan baru. Pengalaman praktis sering kali lebih efektif daripada pembelajaran 
teoritis karena keterlibatan pegawai secara langsung akan membuatnya lebih mudah 
memahami dan menerapkan keterampilan tertentu. Semakin sering seseorang melakukan 
suatu tugas, semakin mahir mereka dalam melakukannya. Hal ini dikenal sebagai learning by 
doing, di mana pengalaman berulang akan meningkatkan kecepatan dan efisiensi seseorang 
dengan sedikit kesalahan berulang. Kemudian pengalaman juga akan memperkuat 
kemampuan dalam menyelesaikan suatu tugas dan membuat pegawai lebih terampil dan 
kompeten.  

Pegawai yang diberikan kesempatan mengikuti pelatihan atau menggantikan 
sementara pimpinan untuk memimpin sebuah tim atau unit kerja merupakan contoh 
pengalaman yang mungkin tidak semua orang dapatkan. Pengalaman tersebut dapat 
disebutkan sebagai pengembangan kompetensinya, karena dia harus menempa dirinya untuk 
mendapatkan pengetahuan baru dan mengemban tanggung jawab baru sehingga dia harus 
belajar bagaimana dia melaksanakan tugasnya tersebut dengan baik. Proses refleksi atas 
pengalaman yang dialami membantu seseorang menyusun strategi untuk lebih baik dalam 
menghadapi tantangan berikutnya, sehingga kompetensi mereka berkembang seiring waktu. 
Namun, ada kekhawatiran bahwa banyak pengalaman justru membuat seseorang menjadi 
malas untuk belajar. Biasanya ini dirasakan oleh pegawai yang telah berumur, mereka kurang 
termotivasi dan semangat untuk belajar karena telah merasa nyaman dengan zona kerjanya.  

Dari sini, peneliti menemukan adanya zona nyaman yang menyebabkan kesenjangan 
kompetensi antara pegawai yang tua dengan yang muda. Kesenjangan ini yang menjadi 
hambatan bagi Analis SDM Aparatur Kantor Regional V BKN Jakarta dalam mengembangkan 
kompetensinya. Sisi lainnya yaitu pengalaman seseorang saat menjalankan pekerjaan di luar 
tugas dan fungsi masih belum dianggap sebagai salah satu pengembangan kompetensi 
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seseorang. Pengalaman kerja tentu berkaitan erat dengan kinerja. Tapi ada perbedaan yang 
mendasar dari keduanya. Penilaian kinerja menjadi salah satu faktor yang menentukan 
seorang Analis SDM Aparatur dalam kenaikan pangkat dan jenjangnya. Tapi pengalaman 
melaksanakan pekerjaan di luar fungsi tugas belum dianggap sebagai sebuah pengembangan 
kompetensi.  

Berdasarkan informasi tersebut, diketahui bahwa pengalaman kerja yang dimiliki 
seorang Analis SDM Aparatur saat mengemban sebuah pekerjaan di luar tugas dan fungsinya 
seperti menggantikan pimpinan sementara, menjadi pimpinan tim proyek atau menjadi agen 
perubahan di unit kerja memang belum mendapatkan perhatian atau pengakuan pemerintah 
sebagai bagian dari pengembangan kompetensi. Padahal keduanya menjadi salah satu syarat 
kenaikan pangkat atau jabatan seorang pegawai fungsional sebagaimana tercantum dalam 
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan 
Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.  Dari beberapa wawancara di atas, disimpulkan 
bahwa Analis SDM Aparatur Kantor Regional V BKN Jakarta mengakui bahwa pengalaman 
memberikan pengaruh terhadap perkembangan kompetensi seseorang. Pengalaman 
memberikan kesempatan untuk belajar secara langsung, mengasah keterampilan dan 
memperbaiki diri. Namun terdapat kendala zona nyaman pegawai senior yang menyebabkan 
kesenjangan kompetensi antara pegawai yang memiliki pengalaman kerja lebih lama 
dibandingkan dengan pegawai baru. Selain itu regulasi yang ada juga belum mengakomodir 
pengalaman kerja di luar fungsi dan tugas Analis SDM Aparatur sebagai pengembangan 
kompetensi.  

 
Keterampilan 

Banyak Penelitian-penelitian yang menegaskan bahwa pendidikan dan pelatihan yang 
terstruktur dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi atau individu sangat berperan dalam 
meningkatkan kompetensi, terutama di era transformasi digital. Salah satunya adalah studi 
yang dilakukan di Korea, yang menyoroti pentingnya model kompetensi dan assesmen 
kebutuhan dalam program pelatihan, khususnya di dunia kerja yang semakin mengandalkan 
literasi digital. Proses pengembangan kompetensi sering kali melibatkan pemodelan ulang 
berdasarkan kebutuhan spesifik pekerjaan dan peran di organisasi dengan fokus pada 
keterampilan digital sebagai kompetensi inti untuk mencapai tujuan strategis organisasi (Lee et 
al., 2023). Menurut Zwell (2000), keterampilan teknis dan non-teknis seperti komunikasi, kerja 
sama tim dan pemecahan masalah merupakan hal yang penting dalam membangun 
kompetensi. Dia berpendapat bahwa komunikasi tidak hanya melibatkan teori saja, tetapi juga 
kemampuan untuk mengaplikasikan keterampilan tersebut secara efektif. Namun, bagaimana 
caranya seorang individu menjadi terampil dan bagaimana keterampilannya tersebut dapat 
memberikan kontribusi yang efektif untuk menunjang kinerja organisasi harus diperhatikan 
oleh setiap pimpinan organisasi. 

Analis SDM Aparatur Kantor Regional V BKN Jakarta rata-rata sudah terampil dalam 
melaksanakan tugas fungsinya di masing-masing unit kerja. Meski dihadapkan dengan beban 
kerja yang padat, mereka mampu memenuhi target kinerja yang ditentukan. Tapi karena itu, 
beberapa berpendapat bahwa mereka menjadi kurang mendapatkan kesempatan atau 
kelonggaran waktu untuk meningkatkan keterampilannya melalui pelatihan. Peningkatan 
keterampilan bagi ASN yang umum dilakukan adalah dengan memberikan pendidikan dan 
pelatihan. Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 disebutkan bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan 
profesionalisme Analis SDM Aparatur diikutsertakan pada pelatihan, baik pelatihan fungsional 
maupun pelatihan teknis di bidang tugas jabatan fungsionalnya yang disesuaikan dengan 
alokasi anggaran yang ada.  

Sekarang ini, banyak media pengembangan yang tersedia di berbagai media digital 
yang diselenggarakan secara daring seperti webinar di youtube atau zoom yang dapat 
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dimanfaatkan sebagai fasilitas pengembangan gratis. Tidak melulu harus luring atau klasikal 
melalui pendidikan dan pelatihan formal yang diselenggarakan unit kerja. Pegawai harus 
kreatif dan pandai memanfaatkan kesempatan tersebut tanpa diperintahkan oleh atasannya. 
ASN wajib untuk memenuhi pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran tertuang 
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Pemenuhan kewajiban tersebut dapat 
diperoleh melalui kegiatan pendidikan, pelatihan maupun dengan belajar mandiri melalui 
seminar baik luring maupun daring. Sayangnya, kebanyakan pegawai merasa kurang fokus dan 
tidak efektif bila belajar melalui daring. Mereka mengikuti kegiatan hanya sekedar memenuhi 
kewajiban tersebut tanpa peduli apakah mengerti atau tidak materi yang disampaikan.  

Belajar mandiri sebenarnya usaha individu untuk meningkatkan keterampilan melalui 
pendidikan dan pelatihan secara mandiri, berdasarkan kemauan sendiri tanpa ada tekanan dari 
pihak mana pun. Kegiatan tersebut seyogyanya dapat menambah pengetahuan pegawai, 
bukan hanya pengetahuan di unit kerja saja tetapi juga pengetahuan lain yang menunjang 
pekerjaannya. Kemudian, teknis pelaksanaannya baik luring maupun daring seharusnya tidak 
menjadi masalah bagi pegawai. Menyelenggarakan pelatihan atau pendidikan yang layak dan 
banyak menjadi tantangan instansi dengan anggaran yang terbatas. Kesimpulan dari berbagai 
pendapat di atas yaitu bahwa faktor keterampilan berpengaruh terhadap pengembangan 
kompetensi Analis SDM Aparatur Kantor Regional V BKN Jakarta. Peningkatan keterampilan 
melalui pendidikan dan pelatihan sangat berpengaruh dalam pengembangan kompetensi 
seseorang. Semakin banyak pelatihan yang diperoleh, semakin meningkat keterampilan 
kerjanya. Pendidikan dan pelatihan memainkan peran penting dalam membangun dan 
memperkaya kompetensi, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis, yang sangat diperlukan 
untuk kesuksesan individu di berbagai bidang. Kemudian terdapat temuan bahwa alokasi 
anggaran yang terbatas menjadi hambatan dalam pengembangan pegawai Analis SDM 
Aparatur Kantor Regional V BKN Jakarta. Namun, keterbatasan dalam menyelenggarakan 
pendidikan dan pelatihan seharusnya jangan menjadi alasan untuk tidak mengembangkan diri. 
Pegawai harus pintar mencari akses pengetahuan di luar dengan memanfaatkan media digital 
dan teknologi informasi.  

 
Karakteristik Kepribadian 

Menurut Zwell (2000), karakteristik kepribadian berpengaruh terhadap perkembangan 
kompetensi pegawai karena kepribadian memberikan pengaruh bagaimana seseorang 
berperilaku, berpikir dan mengambil keputusan. Kepribadian, yang mencakup aspek-aspek 
seperti motivasi, sikap, cara berkomunikasi, serta cara merespons tantangan atau perubahan, 
secara langsung atau tidak langsung membentuk kemampuan seseorang untuk belajar dan 
mengembangkan keterampilan baru. Kemudian Price (2018) menyebutkan kalau pemimpin 
memegang peran dalam membentuk kepribadian bawahan. Pimpinan yang memiliki pribadi 
terbuka dan mau belajar akan menularkan pribadi tersebut kepada bawahannya. Sehingga 
pembangunan budaya belajar dipimpin langsung atasannya sebagai role model yang ideal. 
Pimpinan yang mau belajar akan aktif mengembangkan diri dan mendorong bawahannya 
untuk mengikuti jejaknya. Pemimpin yang terus meningkatkan kompetensi dirinya akan 
menginspirasi bawahannya untuk melakukan hal yang sama dan menciptakan budaya belajar 
di dalam organisasi. Sehingga karakteristik kepribadian seorang pemimpin dapat memengaruhi 
bagaimana mereka mengelola, memotivasi, dan memberdayakan orang-orang di bawahnya 
untuk mengembangkan kompetensi. Sehingga peran pimpinan dalam mengembangkan 
kompetensi pegawai sangat penting dan strategis.  

Analis SDM Aparatur Kantor Regional V BKN Jakarta menganggap peran pimpinan 
sebagai role model pengembangan selama ini kurang optimal. Dari informasi yang didapatkan, 
perhatian dan kepercayaan pimpinan di unit kerja akan mendorong bawahannya untuk 
mengembangkan diri. Sehingga untuk pengembang kompetensi perlu dibangun hubungan 
kerja yang harmonis dan kondusif antara bawahan dan atasan. Pendekatan dan komunikasi 
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efektif dilakukan melalui diskusi atau dialog lebih dalam untuk menggali keinginan dan 
kebutuhan bawahannya sehingga kesenjangan yang ada akan berkurang. Salah satu upaya 
pengembangan yang saat ini banyak dikembangkan adalah program coaching dan mentoring. 
Coaching adalah pembimbingan peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan melalui 
pembekalan kemampuan memecahkan permasalahan dengan mengoptimalkan potensi diri. 
Sebagai seorang Coach, atasan langsung bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas 
Coaching kepada bawahannya dengan menjadi mitra kerja bagi bawahannya (Coachee). (Dls, 
2023) 

Sedangkan mentoring adalah adalah pembimbingan peningkatan kinerja melalui 
transfer pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dari orang yang lebih berpengalaman 
pada bidang yang sama yang dapat diperankan oleh atasan langsung, pegawai lain, atau pihak 
lain yang memiliki keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh pegawai/peserta mentoring 
(Mentee), sehingga diharapkan bisa menuntun, membimbing, memberikan tips dan saran yang 
dapat mempercepat proses belajar Mentee, serta menghindarkan Mentee dari membuat 
kesalahan yang biasa terjadi. (Dls, 2023). Peran pimpinan dalam pengembangan kompetensi 
juga dikuatkan dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2022 
tentang pelaksanaan Coaching, Mentoring dan Belajar mandiri (CMB) bagi pegawai di 
lingkungan Badan Kepegawaian Negara.  Di sini disebutkan bahwa upaya pengembangan 
kompetensi menerapkan konsep 10:20:70 model pembelajaran dan pengembangan yaitu: 1) 
learning and development model terdiri dari 10% klasikal. 2) coaching dan mentoring model 
atau belajar dengan kolega terdiri dari 20%. 3) Action learning atau pengalaman kerja terdiri 
dari 70%. Dari komposisi tersebut dapat dikatakan bahwa peranan atasan langsung dalam 
pengembangan kompetensi bawahannya sangat berpengaruh.  

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa faktor kepribadian khususnya 
kepribadian pimpinan memberikan pengaruh yang penting bagi pengembangan kompetensi 
Analis SDM Aparatur Kantor Regional V BKN Jakarta. Pribadi pemimpin yang suportif dan aktif 
belajar akan membuat pegawai termotivasi untuk berkembang. Hal ini sejalan dengan hasil 
studi yang dilakukan Liu et al. (2024), bahwa gaya kepemimpinan transformatif, di mana 
pemimpin menginspirasi, memberi visi, dan mendukung perkembangan individu, sangat efektif 
dalam meningkatkan kompetensi pegawai dan mendorong kinerja yang lebih tinggi. Selain itu, 
peneliti juga menangkap kendala yang dihadapi Analis SDM Aparatur Kantor Regional V  BKN 
Jakarta terkait faktor karakteristik kepribadian ini. Hambatan tersebut adalah komunikasi dan 
pendekatan yang kurang smooth yang menyebabkan role model ideal seorang pimpinan dalam 
mengembangkan diri kurang dirasakan oleh Analis SDM Aparatur Kantor Regional V BKN 
Jakarta.  
 
Motivasi 

Penelitian mengenai motivasi sangat banyak. Salah satunya adalah temuan bahwa 
motivasi intrinsik—motivasi yang didorong oleh kesenangan dan kepentingan pribadi—
memiliki dampak signifikan terhadap kinerja kerja, keterlibatan, dan kesejahteraan karyawan. 
Sebuah meta-analisis terbaru menemukan bahwa motivasi intrinsik menjelaskan sekitar 45% 
variabilitas dalam perilaku kerja dan kesejahteraan. Selain itu, motivasi yang didorong oleh 
nilai-nilai pribadi (misalnya, keyakinan bahwa pekerjaan yang dilakukan penting dan 
memberikan dampak positif) juga sangat terkait dengan kinerja kerja yang baik dan 
kesejahteraan (Gagné, 2022). Penelitian lainnya menyoroti bagaimana faktor lingkungan kerja, 
termasuk teknologi di tempat kerja, dapat mempengaruhi motivasi karyawan. Selain itu, 
penelitian juga menyoroti pentingnya memberikan otonomi, kompetensi, dan hubungan 
antarpribadi untuk meningkatkan motivasi intrinsik di tempat kerja (Schmid & Dowling, 2022). 
Penelitian ini menekankan pentingnya memahami dan mengelola motivasi di tempat kerja, 
baik melalui faktor intrinsik seperti kepuasan pribadi dan nilai-nilai, maupun melalui 
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lingkungan kerja yang mendukung, untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan karyawan 
secara keseluruhan. 

ASN sebagai pegawai pemerintah yang diberikan kewenangan dalam pelayanan publik 
dimotivasi oleh dorongan internal dan eksternal yang mendorong individu untuk melakukan 
tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik di lingkungan kerja pemerintahan. Motivasi ini 
mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi semangat, komitmen, dan produktivitas 
pegawai dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Analis SDM Aparatur Kantor Regional V BKN 
Jakarta menilai semangat dan motivasi sangat penting untuk meningkatkan kompetensi 
dirinya. Seorang pegawai akan merasa lebih tertarik untuk mengembangkan diri bila diberikan 
kesempatan dan fasilitas pengembangan kompetensi dari atasannya. Pimpinan atau atasan 
memegang peranan penting dalam memotivasi bawahannya. UU Nomor 20 Tahun 2023 
tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa setiap ASN memiliki kesempatan yang 
sama untuk mendapatkan pengembangan karier dan kompetensi. Setiap pegawai diberikan 
kesempatan mengembangkan karier dengan mempertimbangkan kompetensinya. Sehingga 
peningkatan karier dapat menjadi salah satu motivasi pegawai dalam mengembangkan dirinya.  

Pimpinan memberi motivasi kepada bawahan untuk berkembang dan meningkatkan 
keterampilan melalui pelatihan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. 
Kompetensi yang berkembang akan mendorong peningkatan kinerja organisasi. Namun, 
motivasi berkembang dan mau belajar Analis SDM Aparatur Kantor Regional V BKN Jakarta 
ternyata masih kurang. Analis SDM Aparatur Kantor Regional V BKN Jakarta kebanyakan lebih 
memprioritaskan penyelesaian beban kerja dan pencapaian target kinerja saja. Atasan kurang 
memahami dan menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kebutuhan bawahan. Padahal 
perhatian pimpinan dengan memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berkembang 
dapat meningkatkan motivasi bawahannya. Pimpinan hendaknya juga tidak membeda-
bedakan dan memberi kesempatan yang sama kepada seluruh bawahannya. Dari hasil 
wawancara, terlihat bahwa menumbuhkan motivasi dengan memberikan kesempatan 
pengembangan yang sama itu penting. Kesempatan merata bagi semuanya, tidak membeda-
bedakan, memberikan kepercayaan dengan adil akan memberikan motivasi kerja bagi 
bawahan.  

Kesimpulan dari beberapa keterangan di atas ialah bahwa faktor motivasi 
mempengaruhi perkembangan kompetensi Analis SDM Aparatur di Kantor Regional V BKN 
Jakarta. Motivasi untuk belajar mendorong seseorang untuk bekerja lebih optimal dan 
memberikan dampak langsung pada efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik yang 
lebih baik. Lingkungan kerja yang positif dan atasan yang suportif memberikan kesempatan 
secara merata juga perlu untuk menjaga motivasi.  Adapun kendala yang ditemukan dari faktor 
motivasi Analis SDM Aparatur Kantor Regional V BKN Jakarta, yaitu motivasi yang rendah 
karena kurang dukungan dan kepercayaan pimpinan. Semestinya pimpinan sebagai penggerak 
dan pemimpin perubahan dapat menularkan motivasi belajar yang dapat memberikan 
perkembangan kompetensi bawahannya. Sebagaimana penelitian Guo et al. (2023) yang 
menegaskan bahwa gaya kepemimpinan transformasionalis yang menginspirasi dan 
memotivasi pegawai melalui visi dan tantangan, cenderung lebih berhasil dalam meningkatkan 
motivasi pegawai. Atasan atau pemimpin yang memberikan peluang dan tantangan tidak 
hanya meningkatkan motivasi kerja tetapi juga memfasilitasi perilaku inovatif di kalangan 
pegawai.  

 
Emosional 

Menurut Zwell (2000), aspek emosional menjadi faktor penting dalam pengembangan 
kompetensi karena emosi memainkan peran besar dalam cara seseorang berinteraksi, 
membuat keputusan, dan memotivasi diri sendiri dalam situasi kerja. Kompetensi emosional, 
yang sering dikaitkan dengan kecerdasan emosional, mencakup kemampuan untuk mengenali, 
memahami, dan mengelola emosi diri serta orang lain. Emosi merupakan ekspresi penerimaan 
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terhadap sesuatu hal; senang atau sedih, gembira atau merana, terutama saat berinteraksi 
dengan lingkungannya. Bagaimana pegawai merespons berbagai hal yang terjadi di dunia kerja 
akan terlihat dari emosinya, apakah merasa terbebani atau tidak. Misalnya bila diberikan 
beban kerja yang padat dan target kerja yang ketat, apakah pegawai akan senang atau tidak. 
Ada dua emosi yang terjadi di sini, pertama emosi senang karena itu adalah kesempatannya 
untuk menunjukkan kinerjanya. Kedua emosi kurang senang karena merasa terbebani dan 
merasa berat untuk memenuhinya. 

Beban kerja yang diberikan secara proporsional dan tepat tidak akan menutup peluang 
bagi individu untuk terus belajar dan berkembang. Sibuk dengan beban pekerjaan yang banyak 
membuat pegawai kesulitan untuk menemukan waktu efektifnya dalam mengembangkan diri. 
Fokus pada rutinitas membuat perhatian pegawai untuk mengembangkan diri menjadi 
berkurang.  Beban kerja yang berlebihan sering kali membuat pekerja tidak punya waktu untuk 
fokus pada pengembangan kompetensi. Mereka terlalu sibuk menyelesaikan tugas sehari-hari 
sehingga tidak memiliki waktu atau energi untuk belajar keterampilan baru atau mengikuti 
pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan mereka di masa depan (Sandberg, 2009). 
Beban kerja yang terlalu berat sering kali menyulitkan karyawan untuk mengalokasikan waktu 
dan energi yang cukup untuk mengikuti pelatihan atau pembelajaran. Selain itu, beban kerja 
berlebih dapat berdampak negatif pada berbagai aspek kesehatan, produktivitas, dan 
kesejahteraan seseorang. Mereka tertekan dengan beban dan target kerja yang bisa saja 
menimbulkan stres dan malas untuk belajar. Beban kerja yang berlebihan tidak hanya 
memengaruhi individu secara fisik dan mental, tetapi juga merugikan organisasi karena 
berpotensi menurunkan produktivitas, kualitas pekerjaan, dan kesejahteraan karyawan secara 
keseluruhan (Winterton, 2009).  

Sisi emosional terlihat dari perilaku dan sikap. Pimpinan harus cepat tanggap 
mendeteksi emosional bawahan dengan memberikan alternatif pembagian beban kerja yang 
seimbang. Tugas bawahan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu harus diimbangi 
dengan kesempatannya untuk belajar dan berkembang. Berdasarkan pernyataan tersebut, 
diketahui bahwa pembagian beban kerja yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa 
pegawai memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensi mereka tanpa merasa 
terbebani atau terjebak dalam rutinitas. Beban kerja yang padat dikhawatirkan juga akan 
menyebabkan kesehatan pegawai jadi terganggu yang pada akhirnya akan berakibat buruk 
terhadap organisasi. Dari beberapa informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa sisi emosional 
mempengaruhi pengembangan kompetensi Analis SDM Aparatur Kantor Regional V BKN 
Jakarta. Emosional karena rutinitas dan beban kerja dapat menyebabkan pegawai mengalami 
dimotivasi untuk berkembang. Emosional merupakan sisi dalam batin yang tidak mudah untuk 
dideteksi tetapi terlihat dari perilaku dan perkataan pegawai. Sehingga memerlukan 
pendekatan interpersonal yang lebih dalam untuk menanggulanginya.  

 
Kemampuan Intelektual 

Seorang Analis SDM Aparatur sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional 
Analis SDM Aparatur, memiliki tugas untuk mengelola sistem sumber daya manusia aparatur 
melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan 
penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik sumber daya manusia profesional 
yang terbarukan. Sebagai jabatan fungsional di bidang kepegawaian, Analis SDM Aparatur 
seharusnya memiliki pengetahuan yang mumpuni di seluruh bidang manajemen kepegawaian 
ASN. Dia harus memiliki gabungan kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural yang 
mendasari pelaksanaan tugas fungsi sesuai dengan jenjang jabatannya. Sebagai pejabat publik 
yang diberikan kewenangan dalam menjalankan fungsi manajemen kepegawaian sudah 
selayaknya Analis SDM Aparatur memahami seluruh undang-undang dan peraturan yang 
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berkaitan dengan manajemen ASN. Selain itu, Analis SDM Aparatur juga harus mengikuti 
perkembangan kebijakan pemerintah terutama saat ini di era transformasi digital yang 
menjadi arah pengembangan sumber daya manusia ASN. Mereka harus adaptif mengikuti 
setiap perubahan dan profesional tampil prima memberikan pelayanan terdepan.  

Sebagai pemberi excellent sevices, Analis SDM Aparatur dituntut untuk adaptif dan 
mampu mengikuti perkembangan digital teknologi informasi guna memberi pelayanan tepat 
dan cepat. Namun, ternyata penguasaan teknologi terbarukan menjadi tantangan tersendiri 
bagi sebagian Analis SDM Aparatur di Kantor Regional V BKN Jakarta. Diketahui bahwa rata-
rata pengetahuan atau intelektualitas Analis SDM Aparatur di Kantor Regional V BKN Jakarta 
masih kurang. Mereka cenderung hanya memahami fungsi teknis di unit kerjanya saja, tapi 
kurang memahami peraturan dan teknis pekerjaan di unit manajemen ASN yang lain. Pegawai 
yang ditempatkan di Bidang Pensiun hanya menguasai peraturan dan teknis pengajuan 
pensiun saja, kurang memahami peraturan manajemen ASN keseluruhan. Literasi peraturan 
dalam manajemen ASN masih terfokus di unit kerjanya saja. 

Intelektualitas adalah elemen kunci yang mendasari dan memperkuat kompetensi, 
baik itu kompetensi teknis, manajerial maupun sosio kultural. Pegawai yang memiliki 
intelektual yang kuat cenderung lebih kompeten dalam menjalankan tugas dan tanggung 
jawab mereka.  Hal ini senada dengan pendapat Zwell (2000), yang memandang bahwa aspek 
intelektual memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan kompetensi teknis maupun 
non-teknis, memungkinkan individu untuk tidak hanya memahami peran mereka secara 
mendalam tetapi juga berkontribusi secara maksimal terhadap organisasi. Dari hasil 
wawancara beberapa informan kunci di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor 
kemampuan intelektual menentukan pengembangan kompetensi Analis SDM Aparatur Kantor 
Regional V BKN Jakarta. Kurangnya kemampuan intelektual dalam penguasaan teknologi 
informasi dan literasi peraturan menyebabkan pengembangan kompetensi mereka tidak 
berjalan sempurna. Padahal dengan berbagai kemudahan akses dan banyaknya media 
informasi digital saat ini, kemajuan teknologi tidak seharusnya menjadi benteng menakutkan 
untuk dipelajari dan dikuasai demi menunjang keberhasilannya melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab.  

 
Strategi Pengembangan Kompetensi Analis SDM Aparatur di Kantor Regional V BKN Jakarta  

Transformasi digital yang berkembang saat ini tentu harus diimbangi dengan program 
pengembangan kompetensi yang terencana dan berkelanjutan. Perencanaan menjadi 
kewajiban utama yang akan menjadi acuan dalam pengembangan kompetensi, sebagaimana 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sebutkan, bahwa setiap 
instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang akan 
menjadi panduan dalam melaksanakan pengembangan kompetensi pegawainya. Pelaksanaan 
pengembangan kompetensi memerlukan kerja sama berbagai pihak secara sinergis 
membentuk sebuah model pengembangan. Model Pengembangan kompetensi merupakan 
kerangka atau strategi yang digunakan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, 
dan perilaku individu agar lebih efektif dalam menjalankan peran mereka di lingkungan kerja 
atau organisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan performa, produktivitas, dan 
kemampuan adaptasi individu terhadap perubahan serta tuntutan pekerjaan yang dinamis. 

Penelitian ini akan menyajikan strategi yang mengolah model pengembangan 
kompetensi yang disampaikan oleh Baban Sobandi (2024) yang dikenal dengan istilah 
COACHEE. Menurutnya model pengembangan ini selain dapat meningkatkan kompetensi 
pegawai juga akan membantu instansi untuk meningkatkan capaian indikator kinerja utama. 
Model ini menghubungkan kompetensi dengan kinerja, bahwa pengembangan kompetensi 
individu mendorong tercapainya target kinerja instansi. Adapun langkah-langkah yang 
dilakukan dalam menciptakan model pengembangan kompetensi COACHEE dijelaskan sebagai 
berikut: 
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Commitment Building (Pembangunan Komitmen) 
Komitmen merupakan kesepakatan dan kesepahaman yang mendorong seseorang 

atau kelompok melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang sama. Komitmen ini menjadi 
langkah awal pengembangan yang harus ada sebelumnya, yang disetujui dan dipegang semua 
pihak dalam instansi. Tanpa komitmen yang kuat, pengembangan kompetensi akan sulit 
tercapai secara optimal dan berkelanjutan. 

Kantor Regional V BKN Jakarta sudah membangun komitmen yang jelas dalam upaya 
perbaikan kinerja dan pengembangan kompetensi pegawainya. Bukti pembangunan komitmen 
yang dilakukan oleh Kantor Regional V BKN Jakarta dapat dilihat dari beberapa indikator atau 
tindakan sebagai berikut: 
a. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mencakup visi, misi, dan tujuan strategis yang 

jelas, serta cara untuk mencapainya. Ini adalah komitmen tertulis yang menunjukkan arah 
jangka panjang. Renstra dijabarkan dengan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai 
sasaran atau target kinerja yang ingin dicapai. Pengembangan kompetensi masuk dalam IKU 
pengukuran Indeks Profesional ASN (IP ASN) yang dikelola oleh tim pengelola Manajemen 
Kinerja Organisasi (MKO) Kantor Regional V BKN Jakarta. 

b. Mengimplementasikan reformasi birokrasi instansi, seperti penguatan tata kelola, 
peningkatan pelayanan publik, dan transparansi. Pelayanan kepegawaian semuanya sudah 
menggunakan aplikasi yang menyiratkan transparansi dalam manajemen informasi 
kepegawaian. 

c. Memberikan laporan keuangan yang diaudit secara berkala dan mempublikasikan data 
kinerja setiap tahun. Laporan kinerja tersusun rapi dalam LAKIP Kantor Regional V BKN 
Jakarta. 

d. Membentuk tim Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai alat menjaga 
kualitas kinerja dan akuntabilitas. Tim dibentuk setiap tahun dan aktif berkoordinasi dengan 
lembaga-lembaga yang terkait. 

e. Membangun sistem pengaduan masyarakat yang bernama e-LAPOR sebagai wadah keluhan 
dan masukan tentang layanan yang diberikan. Komitmen ditunjukkan dengan respond 
dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. 

f. Menunjukkan keseriusan dalam memberikan pelayanan optimal dengan membentuk dan 
memperbarui sistem kerja atau SOP yang menjadi standar pelayanan. 

g. Menegakkan disiplin pegawai sebagai komitmen terhadap integritas dan profesionalisme. 
h. Memilih pegawai teladan sebagai reward atas prestasi yang dicapai pegawai setiap tahun. 

Menunjukkan komitmen dalam penghargaan pengembangan kompetensi individu. 
i. Mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik seperti aplikasi layanan online 

dan e-government. Pelayanan papper-less yang menggunakan platform digital pelayanan 
kepegawaian sudah berjalan seperti SIASN dan MyASN. 

j. Melaksanakan program penyederhanaan birokrasi dengan mengubah beberapa jabatan 
struktural pengawas menjadi jabatan fungsional. Ini sebagai komitmen untuk mendukung 
program pemerintah dalam reformasi birokrasi. 

k. Melakukan dialog kinerja pegawai dengan atasan langsung dan menyusun Individual 
Development Plan (IDP) di awal tahun serta melakukan evaluasi monitoring berkala. 

Semangat menghadapi perubahan juga menciptakan berbagai inovasi perubahan yang 
dilakukan melalui pemilihan beberapa agen perubahan (Agent of Change) yang memberikan 
ide-ide pengembangan dan peningkatan pelayanan publik melalui berbagai program seperti 
Panglima Bertransformasi, Panglima Berakhlak, Panglima Satya, Panglima Bercerita, Panglima 
Ngonten, Panglima Tekad dan Panglima Terpercaya. Para agen perubahan dipilih dan 
ditetapkan setiap tahun sekali melalui mekanisme yang transparan. Selain itu, pengembangan 
kompetensi didominasi dengan kegiatan komunitas belajar dan belajar mandiri pegawai 
seperti mengikuti seminar atau sosialisasi secara daring. Kegiatan komunitas belajar 
merupakan salah satu upaya pengembangan kompetensi yang dikembangkan Kantor Regional 
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V BKN Jakarta untuk membantu pegawai menambah pengetahuan dan keterampilannya. 
Kegiatannya diisi dengan sharing knowledge, memaparkan peraturan manajemen 
kepegawaian terbaru, menjelaskan aplikasi pendukung pelayanan kepegawaian, bedah kasus 
kepegawaian yang sedang viral dan tanya jawab seputar materi yang disampaikan.  

Selain komunitas belajar yang disediakan dari internal, Analis SDM Aparatur Kantor 
Regional V BKN Jakarta juga mengikuti kegiatan komunitas belajar yang diselenggarakan oleh 
instansi lain atau pihak luar seperti Asosiasi Profesi SDM Aparatur (ASPRO SDMA). Dari 
beberapa bukti di atas terlihat bahwa pembangunan komitmen di Kantor Regional V BKN 
Jakarta sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari banyaknya kegiatan yang sudah 
diselenggarakan dalam rangka menumbuhkan kesamaan visi dan kepaduan paham antara 
pimpinan dan bawahan dalam pembangunan budaya belajar yang efektif. Namun untuk 
pembentukan komitmen pengembangan kompetensi pegawai berupa penyediaan pendidikan 
dan pelatihan baik teknis atau fungsional masih kurang. Keterbatasan alokasi anggaran 
menjadi penyebab utama mengapa kegiatan pendidikan dan pelatihan masih dirasakan kurang 
bagi para pegawai. Keterbatasan tersebut menyebabkan adanya pemilihan prioritas pelatihan 
yang hanya diberikan kepada pegawai tertentu saja. Pelatihan diprioritaskan bagi pegawai 
karena alasan tertentu, karena dianggap penting dan mendesak seperti pelatihan fungsional 
kearsipan diberikan karena kebutuhan seorang pejabat Arsiparis untuk kenaikan pangkat 
pertamanya. Pelatihan pengembangan kompetensi yang dominan dilakukan Analis SDM 
Aparatur Kantor Regional V BKN Jakarta adalah belajar mandiri. 

 
Analysis Base on Key Performance Indikator (Analisis Kompetensi Berdasarkan Indikator 
Kinerja) 

Peter Drucker (1954) dalam bukunya The Practice of Management, yang 
memperkenalkan konsep Management By Objective (MBO), menyatakan bahwa pengukuran 
kinerja berdasarkan pencapaian tujuan organisasi. Pencapaian tujuan instansi didukung oleh 
peran serta seluruh elemen yang ada di dalam instansi yang saling bekerja sama memberikan 
kinerja terbaiknya. Kinerja seseorang ditunjang oleh kompetensinya, termasuk kemampuan 
dan keterampilan kerjanya. Sehingga peran kinerja dan kompetensi individu dalam menunjang 
keberhasilan dan pencapaian tujuan kinerja instansi sangat penting. Strategi pengembangan 
kompetensi yang efektif akan mempengaruhi pencapaian kinerja organisasi. Individu yang 
berkembang memiliki motivasi dan semangat belajar tinggi akan memberikan kontribusi kerja 
yang positif. Individu tersebut akan menularkan semangat kepada yang lain, dan pada akhirnya 
akan membentuk budaya kerja yang baik di dalam organisasi.  

Analisis pengembangan kompetensi berdasarkan indikator kinerja adalah metode yang 
efektif untuk mengukur efektivitas proses pengembangan. Dengan peningkatan nilai IKU yang 
mengakomodir pengembangan kompetensi, maka nilai kinerja instansi tersebut juga 
bertambah. Namun, beberapa instansi pemerintah yang sudah memiliki perencanaan 
pengembangan kompetensi  ternyata juga masih belum optimal dalam menjalankan 
programnya. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, yang paling utamanya ialah 
penerapan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi dalam perencanaannya belum 
efektif (Sihombing et al., 2023). Indikator kinerja instansi pemerintah disusun dalam sebuah 
Rencana Strategis tahunan yang menjadi landasan atau acuan pelaksanaan program kerja satu 
tahun instansi tersebut. Target dijabarkan dalam beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) 
instansi. Kantor Regional V BKN Jakarta masuk memasukkan pengembangan kompetensi 
pegawai dalam elemen pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) yang menjadi salah 
satu indikator kinerja utamanya. Dengan semakin meningkatnya jumlah capaian 
pengembangan pegawai maka akan semakin menambah nilai Indeks Profesionalitas instansi. 

Indeks Profesionalitas ASN diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang pengukuran IP ASN. Indeks ini 
mengukur aspek-aspek seperti kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin ASN dalam 
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menjalankan tugas-tugasnya. Masing-masing memiliki proporsi penilaian kualifikasi 25%, 
kompetensi 40%, kinerja 30%, dan disiplin 5%. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa 
ASN bekerja sesuai dengan standar profesional yang diharapkan dan mampu memberikan 
pelayanan publik yang berkualitas. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan 
kompetensi yang telah dilaksanakan melalui:  
1) Diklat kepemimpinan,  
2) Diklat fungsional,  
3) Diklat teknis dan  
4) Seminar/Workshop/Konferensi/setara.  

Data pengembangan pegawai dalam IP ASN dihitung secara penghitungan matematis. 
Hasil pengukuran disampaikan setahun sekali kepada bagian kepegawaian unit kerja untuk 
disampaikan kepada masing-masing pegawai sebagai bahan monitoring dan evaluasi 
pengembangan. Pengembangan kompetensi pegawai Analis SDM Aparatur Kantor Regional V 
BKN Jakarta dilihat selain dari hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, juga dapat 
ditampilkan melalui hasil pemetaan atau uji kompetensi dengan menggunakan komputer 
(Computer Assisted Competency Test / CACT).  Uji kompetensi menggunakan metode CACT 
ditujukan untuk mempercepat penyediaan data potensi dan kompetensi ASN dan merupakan 
program dukungan Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) agar dapat segera 
mengimplementasikan manajemen talenta termasuk sistem meritnya (Sumber: BKN, 2023).  
Kegiatan CACT pernah diselenggarakan Kantor Regional V BKN Jakarta pada Tahun 2022 yang 
diikuti oleh seluruh pegawai baik jabatan struktural, fungsional dan pelaksana. Hasil 
pengukuran ini menjadi dasar pertimbangan pimpinan dalam menentukan program pelatihan 
yang dibutuhkan pegawai untuk mendukung pencapaian target kinerja instansi yang tersusun 
dalam IDP pegawai.  

Analisis pengukuran kebutuhan kompetensi menggunakan CACT mengukur 
kompetensi pegawai dari komponen kompetensi  teknis, kompetensi manajerial dan 
kompetensi sosial kultural sesuai dengan komponen kompetensi ASN yang tercantum dalam 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hasil pemetaan ini 
menjadi dasar dalam pemilihan program pengembangan kompetensi pegawai. Pejabat 
fungsional saat ini tidak lagi menggunakan butir kegiatan pekerjaan dan Penetapan Angka 
Kredit (PAK) sebagai bahan utama prestasi kerjanya. Prestasinya dinilai dalam Sasaran Kinerja 
Pegawai (SKP) yang dikonversi dari kinerjanya sebagaimana tercantum dalam Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Jabatan Fungsional. Tugas fungsi jabatan fungsional harus menunjang pencapaian 
kinerja instansinya. Artinya pengembangan kompetensi pejabat fungsional di unit kerja harus 
inline atau sejalan dengan peningkatan kinerja instansinya. 

Pengembangan kompetensi ada dalam IKU terkait pemenuhan IP ASN instansi. 
Pengelolaan IKU tersebut dipegang oleh tim pengelola Manajemen Kinerja Organisasi (MKO) 
Kantor Regional V BKN Jakarta. Mereka secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi. 
Hasil monev tersebut dilaporkan ke pusat untuk menjadi kontrol dan kendali kinerja satu 
instansi Badan Kepegawaian Negara. Tahapan-tahapan tersebut membuktikan kesungguhan 
instansi Kantor Regional V BKN Jakarta untuk mengawal pengembangan kompetensi agar 
sesuai dengan pencapaian kinerja organisasi Badan Kepegawaian Negara.  Badan Kepegawaian 
Negara mempunyai analisis rencana pengembangan kompetensi untuk seluruh pegawainya 
yang terpusat dan dikelola oleh Biro Sumber Daya Manusia. Profil kompetensi dan kinerja 
seluruh pegawai dipantau oleh Bidang Pengembangan dalam sebuah sistem manajemen 
talenta Instansi.  

Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa rencana pengembangan kompetensi 
atau di Badan Kepegawaian Negara dikenal dengan istilah HCDP (Human Capital Development 
Plan) diselenggarakan melalui: 
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1) Training Needs Analysis (TNA) yaitu proses organisasi mengidentifikasi kesenjangan antara 
keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi pegawai dengan apa yang dibutuhkan untuk 
mencapai tujuan instansi. Ini dapat membantu instansi menentukan jenis pelatihan apa 
yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan pegawai agar lebih produktif dan 
berkontribusi pada pencapaian tujuan. 

2) Individual Development Program (IDP) yaitu dokumen atau rencana yang dibuat untuk 
membantu pegawai mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan elemen kompetensi 
yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan karier mereka dan mendukung pencapaian 
target kinerja organisasi. 

 Akan tetapi semua data dan informasi terkait analisis perencanaan pengembangan 
tersebut masih terpusat di Biro Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Negara pusat. 
Kantor Regional V BKN Jakarta hanya menerima hasil analisis saja. Karena data-data tidak 
ditampilkan terbuka dalam sebuah aplikasi yang memberi kemudahan setiap pegawai untuk 
melihat posisi kompetensi dan kinerjanya sehingga terkesan rencana pengembangan 
kompetensi masih eksklusif. Pergerakan posisi individu dalam manajemen talenta tidak dapat 
dipantau oleh setiap pegawai. Hal ini kemudian menimbulkan asumsi subjektif dan kurang 
transparan. 

 
Choice Based on Level of gap & Element of Competencies (Memilih Program Berdasarkan 
Kesenjangan dan Elemen Kompetensi)  

Pengembangan yang efektif harus memperhatikan level kesenjangan (gap kompetensi) 
dan elemen kompetensi yang dibutuhkan pegawai. Berdasarkan analisis gap yang didapatkan 
dari assesment atau uji kompetensi kemudian dirancanglah program pengembangan 
kompetensi yang relevan dengan tujuan strategis dan kinerja organisasi. Pastikan program ini 
berfokus pada peningkatan kompetensi yang langsung mendukung IKU organisasi. Kantor 
Regional V BKN Jakarta telah melakukan pemetaan kompetensi kepada para pejabat 
fungsional Analis SDM Aparatur dengan menggunakan komputer (CACT). Dari hasil pemetaan 
tersebut didapatkan profil kompetensi setiap individu yang memuat elemen-elemen 
kompetensi apa saja yang optimal, kurang optimal dan tidak optimal. Elemen kompetensi 
pegawai yang kurang optimal dan tidak optimal tersebut merupakan kesenjangan yang harus 
diperhatikan dan ditingkatkan. Dengan memperhatikan kesenjangan itu, kemudian pimpinan, 
atasan langsung dan unit kepegawaian merancang program pengembangan yang dibutuhkan 
oleh masing-masing pegawai.  Elemen-elemen kompetensi yang kurang maupun tidak optimal 
ini kemudian dimasukkan dalam Individual Development Plan (IDP) pegawai. IDP ini akan 
menjadi panduan pegawai dalam memilih program-program pengembangan yang sesuai 
dengan kebutuhannya.  Dengan alat bantu pemetaan dan IDP ini, Analis SDM Aparatur Kantor 
Regional V BKN Jakarta dapat mengetahui profil kompetensinya, kemudian bersama-sama 
atasan langsungnya, dalam sebuah dialog kinerja, menentukan rumpun manajemen mana saja 
yang menjadi rencana pengembangan yang akan dilaksanakan.  
 
Execution with Effective & Efficient Program (Membuat program pengembangan kompetensi 
dengan efektif dan efisien) 

 Tahap awal yang penting dalam membuat program pengembangan adalah 
menentukan perencanaannya. Banyak manfaat yang diperoleh dengan adanya perencanaan 
pengembangan kompetensi. Upaya pengembangan kompetensi menjadi terstruktur dan 
efisien yang memungkinkan alokasi daya, waktu dan usaha yang lebih efektif. Kemudian 
dengan adanya perencanaan, pengembangan kompetensi dapat dipantau atau diukur secara 
berkala seberapa jauh capaiannya sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan 
organisasi. Adanya perencanaan yang jelas, individu atau tim lebih termotivasi untuk mencapai 
target karena mereka dapat melihat jalur yang jelas dari titik awal hingga pencapaian 
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kompetensi yang diinginkan. Itulah mengapa perencanaan menjadi hal penting dalam 
pengembangan kompetensi. 

 Pemilihan program pengembangan yang benar bukan hanya membantu pegawai 
dalam meningkatkan keterampilan, tetapi juga memastikan investasi pelatihan yang 
dilaksanakan dapat membawa hasil yang signifikan bagi organisasi. Pemilihan harus 
memperhatikan preferensi pegawai apakah akan dilakukan secara luring klasikal atau secara 
daring. Karena efektivitas pelatihan juga tergantung dari motivasi pegawainya dalam mengikuti 
program pelatihan. Banyak Analis SDM Aparatur Kantor Regional V BKN Jakarta beranggapan 
bahwa pelatihan secara daring kurang efektif membawa perubahan karena perhatiannya 
mudah teralihkan dengan pekerjaan lain sehingga kurang fokus dalam belajar. Program 
pengembangan kompetensi yang telah dilakukan oleh Analis SDM Aparatur Kantor Regional V 
BKN Jakarta yaitu: 
a. Coaching, berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2022 
b. Mentoring, berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2022 
c. Belajar Mandiri , berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 

2022, kegiatan mengikuti seminar atau sosialisasi yang diikuti pegawai secara mandiri 
melalui youtube, zoom atau aplikasi lain. Kegiatan coaching, mentoring dan belajar mandiri 
pegawai dilaporkan secara digital dalam aplikasi CMB yang memungkinkan pegawai 
mengajukan dan mendapatkan sertifikat bukti keikutsertaan dalam sebuah pengembangan 
kompetensi. Sertifikat kemudian dimasukkan dan disimpan secara mandiri oleh pegawai 
dalam data base kepegawaian MyASN. 

 
Gambar 2. Tampilan aplikasi CMB 

d. Komunitas Belajar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara, yang menyebutkan bahwa pengembangan kompetensi wajib dilakukan 
minimal 20 JP dan diselenggarakan melalui sistem yang terintegrasi dengan pekerjaan dan 
terkait dengan komponen manajemen ASN. Komunitas belajar dilakukan secara bergantian 
oleh Bagian/Bidang unit di Kantor Regional V BKN Jakarta.  

e. Sertifikasi Manajemen ASN, pemilihannya terbatas hanya untuk fungsional jenjang muda 
f. Bimbingan teknis peraturan atau aplikasi terbaru 

 Program pengembangan kompetensi yang menjadi prioritas dikembangkan oleh 
Kantor Regional V BKN Jakarta adalah komunitas belajar. Selain tidak memerlukan alokasi 
anggaran yang harus dikeluarkan karena mendatangkan narasumber luar, juga karena 
pelaksanaannya dilakukan oleh narasumber dari masing-masing bagian/bidang sehingga ada 
proses belajar dari dan oleh pegawai sendiri. Mereka belajar selain untuk dirinya, juga belajar 
untuk mentransferkan pengetahuan kepada orang lain. Walaupun begitu, masih ada sebagian 
Analis SDM Aparatur Kantor Regional V BKN Jakarta yang menyatakan bahwa narasumber 
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komunitas belajar harus diselingi dari luar supaya ilmu pengetahuannya lebih banyak dan lebih 
kompeten di bidangnya. 

 
Evaluation (Evaluasi) 

Sebagai tahap akhir dari model pengembangan COACHEE, evaluasi memegang peranan 
penting untuk melihat apakah program pengembangan kompetensi telah  memberikan hasil 
sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Langkah-langkah pemilihan program pengembangan 
yang tepat membuat arah pengembangan kompetensi pegawai menjadi lebih terarah dan 
efektif meningkatkan IP ASN instansi. Monitoring pengembangan kompetensi melalui laporan 
IP ASN Kantor Regional V BKN dilakukan berkala setiap semester tetapi evaluasi program 
dilakukan setahun sekali.  Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, terdapat peningkatan 
rata-rata nilai IP ASN instansi Kantor Regional V BKN Jakarta dari nilai 79,68 pada Tahun 2022 
berubah menjadi nilai 86,02 pada Tahun 2023 dengan kenaikan elemen kompetensi sebesar 
4,64% dari nilai 29,18 menjadi nilai 33,82. (Sumber: Kantor Regional V BKN). Akan tetapi, 
kenaikan prosentase kompetensi dalam IP ASN instansi tersebut tidak sejalan dengan 
perkembangan kompetensi Analis SDM Aparatur. Rata-rata hasil pemetaan kompetensi 
mereka adalah kurang optimal dan terdapat gap kompetensi di beberapa elemen 
kompetensinya. 

Selain itu, kompetensi yang kurang juga terlihat dari hasil uji kompetensi yang 
menyebutkan ada beberapa Analis SDM Aparatur yang mengalami kesulitan dan tidak lulus 
dalam uji kompetensi kenaikan jenjang jabatannya. Berarti pengembangan kompetensi yang 
selama ini dikembangkan tidak serta merta meningkatkan kompetensi pegawai Analis SDM 
Aparatur Kantor Regional V BKN Jakarta. Itu sebabnya mengapa evaluasi menjadi penting 
dilakukan. Dengan melihat permasalahan tersebut, pimpinan harus menilai dan menentukan 
pengembangan yang sesuai dan efektif supaya peningkatan IP ASN instansi berbanding lurus 
dengan peningkatan kompetensi pegawainya. Evaluasi harus fokus pada peningkatan 
kompetensi Analis SDM Aparatur. Evaluasi pengembangan kompetensi yang efektif harus 
mengukur tidak hanya kepuasan dan hasil pembelajaran, tetapi juga perubahan perilaku dan 
dampaknya pada kinerja organisasi. Evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan, berbasis 
data yang akurat, melibatkan semua pihak terkait, dan memberikan umpan balik yang jelas 
untuk perbaikan. Dari penjelasan beberapa langkah model pengembangan kompetensi 
COACHEE tersebut, penulis dapat menyimpulkan strategi untuk menjawab beberapa 
hambatan dan tantangan dalam pengembangan kompetensi Analis SDM Aparatur Kantor 
Regional V BKN Jakarta sebagai berikut: 
1. Meningkatkan komitmen pimpinan terhadap pengembangan kompetensi dengan 

mengalokasikan anggaran yang memadai, mengembangkan kepemimpinan empati yang 
mendorong komunikasi terbuka serta mendorong motivasi dan partisipasi pegawai dalam 
mengikuti pengembangan; 

2. Melakukan efektivitas perencanaan pengembangan kompetensi dengan melakukan analisis 
dan pengukuran yang jelas dan transparan;  

3. Membuka pembelajaran berbasis pengalaman (Eksperience Learning) seperti program 
magang pegawai yang dapat memberikan pengalaman langsung dalam menghadapi 
dinamika sosial berbeda dan meningkatkan keterampilan inter-personal; 

4. Mempermudah akses pelatihan dengan memperbanyak pelatihan fleksibel yang dirancang 
untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan individu dengan fokus pada peningkatan 
keterampilan, pengetahuan dan perilaku yang relevan tanpa mengganggu pekerjaan sehari-
hari. Seperti keterampilan teknis, keterampilan inter-personal kepemimpinan dan 
pengembangan pribadi untuk meningkatkan motivasi diri. 

5. Melakukan evaluasi dan monitoring berkala dan berkelanjutan untuk mendapatkan umpan 
balik perbaikan terhadap pengembangan kompetensi yang sudah ada; 
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6. Melakukan kolaborasi dengan Universitas, Institusi Pelatihan serta lembaga pendidikan dan 
pelatihan profesional untuk menyediakan pelatihan yang lebih dalam dan mendapatkan 
sertifikat resmi.  

 Strategi-strategi yang disebutkan di atas harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan 
agar implementasi berjalan efektif dan efisien. Dengan berbagai macam strategi di atas, 
diharapkan Kantor Regional V BKN Jakarta dapat mengatasi tantangan dan hambatan dalam 
pengembangan kompetensi Analis SDM Aparatur untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih 
kompeten, produktif, dan siap menghadapi perubahan-perubahan di masa depan. 

 
5. Penutup 

 Kesimpulan  
Analisis dan pembahasan hasil penelitian terkait faktor-faktor yang menentukan 

pengembangan kompetensi Analis SDM Aparatur di Kantor Regional V BKN Jakarta, penulis 
dapat menyimpulkan bahwa: 
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi Analis SDM Aparatur Kantor Regional V BKN 

Jakarta adalah: 
a) Keyakinan dan nilai-nilai; keyakinan bahwa pola pikir yang terbuka dan mau belajar 

menentukan keberhasilan dalam mengembangkan kompetensi 
b) Pengalaman; pengalaman memberikan kesempatan untuk belajar secara langsung, 

mengasah keterampilan dan memperbaiki diri. 
c) Keterampilan; semakin banyak pelatihan yang diperoleh, semakin meningkat 

keterampilan kerjanya. 
d) Karakteristik kepribadian; pribadi pemimpin yang suportif akan membuat pegawai 

termotivasi untuk berkembang. 
e) Motivasi; motivasi untuk belajar mendorong seseorang untuk berkembang dan 

memberikan dampak langsung pada efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik 
yang lebih baik. 

f) Emosional; fokus pada rutinitas dan beban kerja tanpa pemenuhan kebutuhan 
berkembang dapat menyebabkan pegawai mengalami stres dan de-motivasi. 

g) Kemampuan intelektual; intelektual yang kurang dalam penguasaan teknologi informasi 
dan literasi peraturan mempengaruhi kompetensi pegawai. 
Beberapa fakta yang ditemukan yang menjadi tantangan dan hambatan dalam rangka 

pengembangan kompetensi Analis SDM Aparatur di Kantor Regional V BKN Jakarta yaitu: 
a) Terbatasnya alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi pengembangan kompetensi 

pegawai sehingga ada prioritas pemilihan program pengembangan dan penunjukan 
pegawai dalam mengikuti pelatihan. 

b) Adanya zona nyaman yang dirasakan oleh sebagian pegawai senior, yang menyebabkan 
motivasi belajar dan mengikuti perubahan menjadi berkurang. 

c) Program pendidikan dan pelatihan yang minim sehingga pengembangan kompetensi 
pegawai didominasi belajar mandiri. 

d) Fokus pada beban kerja dan pencapaian target kinerja membuat pegawai kurang 
berkesempatan mengikuti pengembangan kompetensi. 

 
2. Kantor Regional V BKN Jakarta telah melaksanakan langkah-langkah model pengembangan 

kompetensi COACHEE dengan baik, yaitu membangun komitmen, menganalisis kompetensi 
berdasarkan IKU instansi, memilih program berdasarkan kesenjangan dan elemen 
kompetensi, membuat program pengembangan yang efektif, serta melakukan evaluasi. 
Namun, untuk menjawab tantangan dan hambatan pengembangan kompetensi pegawai 
Analis SDM Aparatur, strategi efektif dan efisien yang dapat dilakukan adalah: 
a) Meningkatkan komitmen pimpinan 
b) Efektivitas dan transparansi perencanaan pengembangan kompetensi 
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c) Eksperience Learning (pembelajaran melalui pengalaman kerja) 
d) Fleksibilitas program pelatihan 
e) Monitoring dan evaluasi berkelanjutan 
f) Kolaborasi menyediakan alternatif pelatihan bersama pihak-pihak yang berkaitan 

dengan pengembangan kompetensi pegawai 
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